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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana klasifikasi urusan
pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan bagaimana pengaturan urusan
pemerintahan konkuren yang merupakan salah
satu unsur dari klasifikasi urusan pemerintahan
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif disimpulkan: 1. Klasifikasi urusan
pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan
urusan pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan absolut merupakan urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah  Pusat.  Urusan
pemerintahan konkuren merupakan urusan
pemerintahan yang dibagi antara pemerintah
pusat dan daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan
konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar
pelaksanaan  otonomi  daerah. Urusan
pemerintahan umum sebagaimana merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden sebagai kepala
pemerintahan. 2. Urusan pemerintahan
konkuren merupakan pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota.
Kewenangan Pemerintah pusat dilaksanakan
pada lokasi lintas daerah provinsi atau lintas
negara, yang penggunaan sumber dayanya
lebih efisien bagi kepentingan nasional apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah provinsi lokasinya lintas daerah
kabupaten/kota dan penggunaan sumber
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dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh
daerah provinsi. Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota,
lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota yang
manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota; dan penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh daerah kabupaten/kota.

Kata kunci: Urusan Pemerintahan, Konkuren,
Pemerintahan Daerah.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
(good governance) menghendaki adanya
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan
rule of law, sementara pemerintahan yang
bersih menuntut terbebasnya praktek yang
menyimpang (mal-administration) dari “etika
administrasi negara” sedangkan pemerintah
yang berwibawa menuntut adanya
ketundukkan, ketaatan dan  kepatuhan
(complence) rakyat terhadap undang-undang,
pemerintah dan kebijakan pemerintah, *
sedangkan pemerintahan yang berwibawa
berkaitan dengan “ketaatan, kepatuhan dan
ketundukkan masyarakat kepada pemerintah,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan,
kepatuhan dan ketundukan masyarakat, sering
muncul atau ditemukan karena pemerintah
menggunakan “otoritas kekuasaan” yang
mereka miliki.*

Urusan pemerintahan kokuren merupakan
salah satu unsur dari klasifikasi urusan
pemerintahan, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang  Pemerintahan  Daerah. Urusan
pemerintah konkuren merupakan landasan
hukum pelaksanaan otonomi daerah dan
merupakan pembagian urusan pemerintahan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Selain urusan pemerintahan konkuren ada juga
urusan pemerintahan absolut yang menjadi

3Hj. Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan
Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen
Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good
Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan |.
Mandar Maju Bandung, 2004, hal. 17.

* Ibid, hal. 17.
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kewenangan pemerintah pusat dan urusan
pemerintahan umum yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang
penulisan, maka dalam penyusunan Skripsi,
penulis memilih judul: “Urusan Pemerintahan
Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah klasifikasi urusan
pemerintahan menurut Undang-Undang
Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah ?

2. Bagaimanakah pengaturan urusan
pemerintahan konkuren yang merupakan
salah satu unsur dari klasifikasi urusan
pemerintahan menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk
penyusunan  Skripsi merupakan metode
penelitian hukum normatif dengan
menggunakan data sekunder yang dikumpulkan
dari penelitian kepustakaan. Penelitian hukum
normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan
informasi dapat merupakan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN
A. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Urusaan pemerintahan konkuren
merupakan salah satu unsur dari klasifikasi
urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan
konkuren merupakan urusan pemerintahan
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan negara pun dilaksanakan
oleh orang perorangan yang mewakili dan
menjadi kepercayaan dari seluruh anggota
negara yang merupakan warga negaranya,
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namun sedikit berbeda dari badan hukum
lainnya, keanggotaan dalam suatu negara
tidaklah bersifat sukarela. Negara merupakan
suatu organisasi yang unik yang memiliki
otoritas yang bersifat memaksa di atas subjek
hukum pribadi yang menjadi warga negaranya,
walau demikian pengurusan pengelolaan atau
penyelenggaraan jalannya negara juga tidak
luput dari mekanisme pertanggungjawaban
oleh  para pengurus, pengelola atau
penyelenggara negara.’

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9
menyatakan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 9 ayat:
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren vyang
diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Urusan Pemerintahan Absolut Pasal 10 ayat:

(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. politik luar negeri;

pertahanan;

keamanan;

yustisi;

moneter dan fiskal nasional; dan

. agama.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
a. melaksanakan sendiri; atau

~0 o0 o

> Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal. 2.
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b. melimpahkan wewenang kepada
Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
Di samping urusan pemerintahan absolut
dan urusan pemerintahan konkuren, dalam
Undang-Undang ini dikenal adanya urusan
pemerintahan umum. Urusan pemerintahan
umum menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan yang terkait
pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin
hubungan vyang serasi berdasarkan suku,
agama, ras dan antar golongan sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara serta
memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
umum di Daerah melimpahkan kepada
gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi
dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala
pemerintahan kabupaten/kota.®

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
yang Dberlaku, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, dapat dipahami
perbedaan antara urusan pemerintahan
konkuren dengan urusan pemerintahan absolut
dan urusan pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah  Pusat. Urusan
pemerintahan umum merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan,
sedangkan urusan pemerintahan konkuren
merupakan urusan pemerintahan yang dibagi
antara pemerintah pusat dan daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota. Adanya
pengaturan mengenai urusan pemerintahan
konkuren merupakan dasar pelaksanaan
otonomi Daerah.

B. Pengaturan Urusan Pemerintahan
Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah
Pengaturan urusan pemerintahan konkuren
antara pemerintah pusat dan daerah provinsi
serta daerah kabupaten/kota, sebagai salah

6 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan, .Umum, angka 3.

satu unsur dari klasifikasi urusan pemerintahan,

merupakan upaya hukum guna dijadikan

landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi
daerah.

Pemahaman kekuasaan dalam aspek
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang,
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri,
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu,
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan
sebagai suatu kekuasaan yang telah
dilembagakan.’

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat:
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

provinsi serta Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas,

efisiensi, dan eksternalitas, serta

kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya
lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

b. Urusan Pemerintahan yang
penggunanya lintas Daerah provinsi atau
lintas negara;

¢. Urusan Pemerintahan yang manfaat
atau dampak negatifnya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
dan/atau

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya
strategis bagi kepentingan nasional.

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya
lintas Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang
penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;

” H. Murtir Jeddawi, Op.Cit, hal. 5.
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c. Urusan Pemerintahan yang manfaat
atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah Provinsi.

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan
yang menjadi  kewenangan Daerah
kabupaten/kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya
dalam Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang
penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat
atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang
penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah
kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Yang dimaksud
dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan
ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan
suatu  Urusan Pemerintahan ditentukan
berdasarkan kedekatannya dengan luas,
besaran, dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu
Urusan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan
“prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat
daya guna yang paling tinggi yang dapat
diperoleh. Yang dimaksud dengan “prinsip
eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan
jangkauan dampak vyang timbul akibat
penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan
strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam
rangka menjaga keutuhan dan kesatuan
bangsa, menjaga kedaulatan Negara,
implementasi hubungan luar negeri,
pencapaian program strategis nasional dan
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pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.®

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
yang berlaku, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengenai urusan
pemerintahan konkuren yang merupakan
pembagian urusan antara pemerintah pusat
dan daerah menunjukkan adanya pembagian
kewenangan yang tegas dan jelas dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pembagian tugas dan kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah apabila
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional, maka sinergi
kinerja antara pemerintah pusat dan daerah
dapat tercapai secara optimal dan tentunya
perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang
memadai untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
tujuannya untuk mewujudkan peningkatan
kesejahteran masyarakat dengan adanya
pemenuhan  hak-hak  masyarakat untuk
kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu antara
pemerintah pusat dan pemerintah daera serta
Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun
daerah perlu menentukan dalam kebijakannya
kebutuhan utama vyang diperlukan oleh
masyarakat dan berupaya untuk mencegah
terjadinya konflik kepentingan di dalam
masyarakat akibat adanya aspirasi yang dapat
segera dipenuhi dan kepentingan lainnya yang
belum dapat dilaksanakan, karena perlu dikaji
dan di bahas oleh pemerintah secara cermat
dan teliti agar bermanfaat bagi kelangsungan
hidup masyarakat.

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat
diselenggarakan dengan baik, apabila wakil
rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang
diwakilinya dan kemudian memiliki
kemampuan untuk merumuskan secara jelas
dan umum serta menentukan cara-cara
pelaksanannya.’

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23.

8 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
° Ibid, hal. 79.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan diatur dengan
peraturan pemerintah. Menurut Penjelasan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. l.Umum, angka
9. Inovasi Daerah. Majunya suatu bangsa
sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan
bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan
adanya perlindungan terhadap kegiatan yang
bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur
sipil negara di Daerah dalam memajukan
Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu
kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya
saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria
yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan
bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan
yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut
inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa
ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran
hukum.

Manajemen kinerja juga berkenaan dengan
proses kerja, manajemen, pengembangan dan
imbalan yang saling berhubungan. Manajemen
kinerja dapat menjadi suatu kekuatan
penggabungan yang amat kuat, memastikan
bahwa proses tersebut dihubungkan secara
tepat sebagai bagian fundamental dari
pendekatan manajemen sumber daya manusia
yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer di
dalam organisasi.™

Melalui audit kinerja dengan memfokuskan
perhatian tindakan tertentu yang belum
dilakukan, pimpinan pemda bisa
mempertimbangkan pertanyaan mengapa hal
tersebut belum dilakukan. Beberapa di
antaranya mungkin bisa jawab dengan mudah,
karena tidak adanya kewajiban hukum atau
bahkan masalah otoritas yang menjadi bahan
pertimbangan. Pada daerah vyang |lain,
pemimpin pemda mungkin menyadari bahwa

mereka dapat mengambil inisiatif dan
mengimplementasikan perubahan-perubahan
sendiri tanpa menunggu regulasi dari

pemerintah pusat.™
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 24 ayat:
(1) Kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian  bersama  Pemerintah
Daerah melakukan pemetaan Urusan

' 1bid, hal.57-58.
Y 1bid, hal.103.

(3)

(5)

(6)

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan
oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota.
Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan peraturan menteri
setelah mendapatkan rekomendasi dari
Menteri.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menentukan intensitas
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar
berdasarkan jumlah penduduk, besarnya
APBD, dan luas wilayah.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menentukan Daerah yang
mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan
berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan
tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Daerah dalam penetapan

kelembagaan, perencanaan, dan
penganggaran dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian sebagai dasar
untuk pembinaan kepada Daerah dalam
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
secara nasional.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta pembinaan kepada Daerah
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 24 ayat (4) Yang dimaksud
dengan “potensi” dalam ketentuan ini adalah
ketersediaan sumber daya di Daerah yang telah
dan yang akan dikelola yang memberikan
dampak bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Penataan Daerah Salah satu aspek dalam
Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah
baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan
publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat disamping sebagai
sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk
itu  maka Pembentukan Daerah harus
mempertimbangkan berbagai faktor seperti
kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas
wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari
aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat
lain yang memungkinkan Daerah itu dapat
menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan
dibentuknya Daerah. Pembentukan Daerah
didahului dengan masa persiapan selama 3
(tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan
Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila
setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan
Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi
syarat untuk menjadi Daerah, statusnya
dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila
Daerah Persiapan setelah melalui masa
pembinaan selama tiga tahun memenubhi syarat
untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan
tersebut dibentuk melalui undang-undang
menjadi Daerah."

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, angka 7.
Keuangan  Daerah  Penyerahan  sumber
keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan
retribusi daerah maupun berupa dana
perimbangan merupakan konsekuensi dari
adanya penyerahan Urusan Pemerintahan
kepada Daerah yang diselenggarakan
berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan
Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, Daerah harus mempunyai

12 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, angka 5.
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sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu
memberikan pelayanan dan kesejahteraan
kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian
sumber keuangan kepada Daerah harus
seimbang dengan beban atau Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan
jaminan terselenggaranya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
Ketika Daerah mempunyai kemampuan
keuangan vyang kurang mencukupi untuk
membiayai  Urusan  Pemerintahan  dan
khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang
terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat
dapat menggunakan instrumen DAK untuk
membantu Daerah sesuai dengan prioritas
nasional yang ingin dicapai.

Tatkala substansi UUD 1945, hasil
amandemen vyang terkait dengan “hal
keuangan” ditelusuri, terlihat bahwa hukum
keuangan negara memiliki kaidah hukum yang
tertulis, yang berarti tidak mengenal
keberadaan kaidah hukum tidak tertulis. Bila
demikian halnya, kaidah hukum tertulis
seyogianya dimunculkan dalam suatu rumusan
atau pengertian terhadap hukum keuangan
negara.”

Klasifikasi urusan pemerintahan menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah memberikan
kepastian hukum mengenai kewenangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Pengaturan urusan pemerintahan konkuren
yang merupakan salah satu unsur dari
klasifikasi urusan pemerintahan menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan upaya
hukum dalam mengatur adanya Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.
Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan

3Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Ed.
1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008,
hal. 2.
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Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak
konstitusional masyarakat.

PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. Klasifikasi urusan pemerintah terdiri atas
urusan pemerintahan absolut, urusan
pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan absolut merupakan urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan
pemerintahan  konkuren  merupakan
urusan pemerintahan yang dibagi antara
pemerintah pusat dan daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
pemerintahan konkuren diserahkan ke
daerah menjadi dasar pelaksanaan
otonomi daerah. Urusan pemerintahan
umum sebagaimana merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
presiden sebagai kepala pemerintahan.

2. Urusan pemerintahan konkuren
merupakan pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah pusat
dan daerah provinsi serta daerah
kabupaten/kota. Kewenangan
Pemerintah pusat dilaksanakan pada
lokasi lintas daerah provinsi atau lintas
negara, yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien bagi kepentingan
nasional apabila dilakukan  oleh
Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah
provinsi lokasinya lintas  daerah
kabupaten/kota dan penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh daerah provinsi. Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota, lokasinya dalam
Daerah kabupaten/kota yang manfaat
atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota; dan
penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh daerah
kabupaten/kota.

B. SARAN
1. Klasifikasi urusan pemerintah perlu
dilaksanakan sesuai pengaturan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, agar tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan berkaitan
dengan merupakan urusan pemerintahan
yang dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.

2. Urusan pemerintahan konkuren perlu
didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi, dan  eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional.
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